Pandecta

Volume 16. Number 2. December 2021 Page 345-352

Pandecta '.\_

Pandecta

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi

Telaah Paradigma Participatory

Nurul Fibrianti', Budi Santoso? Ro’fah Setyowati®, Anis Widyawati*, Dian Latifiani’, Arif Hidayat®

1450Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

23Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DOI: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.32146

Article info

Abstrak

Article History:

Received: September 23* 2021
Accepted: November 11" 2021
Published: December 27" 2021

Keywords:

investment;

MSME;

participatory paradigm

Investasi adalah aktivitas mengelola dana untuk melakukan usaha guna mendapat-
kan keuntungan. Investasi saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja namun sebelumnya
pengaturan investasi terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal yang mana pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tercermin pengaturan investasi
memiliki dua sisi dalam pelaksanaannya. Satu sisi investasi akan membuka pelu-
ang kerja, pemasukan negara dan lain sebagainya. Sedangkan sisi lainnya, dengan
dibukanya peluang investasi maka berbagai fasililitas, kemudahan akan ditawarkan
kepada investor guna menarik minat investasi di suatu negara, walaupun fasilitas dan
kemudahan tersebut harus mengorbankan hak warga negara sendiri yang dalam hal
ini nampak liberaliralisme dalam pembukaan peluang investasi di Indonesia. Tulisan
ini bertujuan menganalisa UU Ciptaker sebagai aturan %/ang mengubah UU Pena-
naman Modal menggunakan paradigma participatory sehingga memberikan analisa
terkait pengaturan investasi di Indonesia. Berdasar Ipada telaah participatory antara
penulis dengan pelaku UMKM didapatkan kesimpulan bahwa UU Ciptaker menjadi
UU yang lebih memiliki keberpihakan kepada UMKM daripada UU Penanaman
Modal karena mampu menjawab kebutuhan dan memberikan peluang akses sum-
ber daya ekonomi bagi UMKM.

Abstract

Investment is the activity of managing funds to conduct business for profit. Invest-
ment is currently regulated in the Job Creation Law, but previously the investment
regulation was contained in Law Number 25 of 2007 concerning Investment which
in Law Number 25 of 2007 reflected that investment arrangements had two sides in
its implementation. On the one hand, investment will open up job opportunities,
state income and so on. Meanwhile, on the other hand, with the opening of invest-
ment opportunities, various facilities and conveniences will be offered to investors
in order to attract investment interest in a country, even though these facilities and
conveniences have to sacrifice the rights of the citizens themselves, which in this
case appears liberalism in opening investment opportunities in Indonesia. This paper
aims to analyze the Copyright Act as a rule that changes the Investment Law using a
participatory paradigm so as to provide an analysis related to investment regulations
in Indonesia. Based on a participatory study between the author and MSME actors, it
can be concluded that the Ciptaker Law is a law that is more in favor of MSMEs than
the Investment Law because it is able to answer the needs and provide opportunities
for access to economic resources for MSMEs.
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1. Pendahuluan

Investasi atau penanaman modal me-
rupakan aktivitas yang dilakukan oleh se-
seorang atau badan hukum dengan menyi-
sihkan sebagian pendapatannya agar dapat
digunakan untuk melakukan suatu usaha
dengan harapan pada suatu waktu tertentu
akan mendapatkan hasil (keuntungan). In-
vestasi memiliki dampak positif bagi negara
yakni terserapnya tenaga kerja, adanya alih
teknologi dan pemasukan bagi negara. Inves-
tasi memiliki sumbangsih sebagai pengungkit
gerak ekonomi suatu negara. Saat pemilik
modal melakukan investasi, maka akan ada
modal yang disisihkan untuk membeli sejum-
lah barang yang tidak untuk dikonsumsi tapi
digunakan untuk produksi dengan menyerap
banyak tenaga kerja (Nugroho et al., 2020)

Investasi merupakan dua sisi mata uang
yang mana satu sisi pemerintah selaku nega-
ra negara penerima investasi harus memper-
siapkan segala sesuatu terkait sumber daya
ekonomi guna menarik minat investor baik
Penanaman Modal Asing (PMA) ataupun Pe-
nanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
sisi yang lain, negara juga harus mampu me-
nyelenggarakan kesejahteraan bagi warga ne-
garanya yang mana hal ini merupakan salah
satu tujuan dibukanya peluang investasi.

Mewujudkan dua aspek tersebut ti-
daklah mudah karena investor memiliki ke-
pentingan yang kuat untuk mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya atas aktifitas
penanaman modal yang telah dilakukan se-
hingga negara harus memberikan peran yang
besar untuk memberikan fasilitas serta kemu-
dahan kepada investor. Dengan adanya in-
vestasi, negara juga memiliki kewajiban un-
tuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi
masyarakat dan kemajuan ekonomi bangsa.

Saat berinvestasi, penanam modal akan
memilih lokasi yang memberikan kepastian
hukum dan kepastian berusaha. Negara se-
bagai lokasi atau tempat tujuan penanaman
modal harus berbenah diri merias wajah
untuk menarik minat investor menanamkan
modalnya. Berbagai macam kemewahaan fa-
silitas diberikan oleh negara untuk menjamu
para investor yang berkeinginan menanam-
kan modalnya ke Indonesia(Fibrianti, Nurul

dan Suprapti, 2010)).

Selama ini investasi diatur dalam Un-
dang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Namun undang undang
ini dinilai liberal dan kapitalis. Pada Tahun
2020 pemerintah telah mengesahkan Un-
dang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Ciptaker) dimana undang-
undang ini kemudian mencabut pengaturan
investasi dalam undang undang penanaman
modal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau
disingkat UMKM sebagai penanam modal
dalam negeri menjadi salah satu pelaku in-
vestasi yang memiliki berbagai keterbatasan
dibandingkan penanam modal besar atau
asing sehingga dalam perlakuan sudah se-
layaknya negara memberikan pengaturan
tentang investasi yang mampu diaplikasikan
oleh UMKM. Investor ingin mendapat perlin-
dungan melalui sistem hukum dan peraturan
hukum sehingga akan terwujud kepastian,
keadilan dan efisiensi bagi pihak penanaman
modal (Harjono, 2012)().

Pembukaan peluang investasi menjadi
sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan
ekonomi suatu negara sehingga UU Ciptaker
yang mengatur tentang investasi sangat dibu-
tuhkan sebagai payung hukum bagi penanam
modal untuk melakukan aktifitas investasi.
Namun dalam hal ini memunculkan perta-
nyaan mampukah UU Ciptaker memberikan
perlindungan bagi UMKM selaku penanam
modal dalam negeri?

2. Metode

Tulisan ini akan membahas tentang
kemampuan UU Ciptaker menjawab kebu-
tuhan UMKM berdasarkan pandangan dari
penulis yang menilai bahwa investasi sangat
berperan penting dalam kemajuan ekonomi
Bangsa Indonesia dimana undang undang
cipta kerja menjadi payung hukum aktifitas
investasi di Indonesia, setelah sebelumnya
terdapat Undang undang No 25 Tahun 2007
tentang penanaman modal yang dinilai [i-
beral dan kapitalisme sehingga tidak menu-
jukkan keberpihakan yang optimal kepada
UMKM.

Pandangan penulis ini dikolaborasi
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dengan mengidentifikasi kebutuhan UMKM
guna membuat kesimpulan yang objektif.
Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dilibat-
kan data-data dari UMKM terkait kebutuhan
pengembangan usaha melalui sumber-sum-
ber tulisan artikel, laporan penelitian, FGD,
media massa dan sumber lainnya. Sehingga
metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan paradigma participa-
tory.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Investasi dalam Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.

Pengaruh globalisasi terhadap penana-
man modal secara langsung/Foreign Direct
Investment (FDI) menuntut suatu negara un-
tuk membuat aturan hukum yang disesuaikan
dengan tuntutan global. Agar aturan hukum
sesuai tuntutan global, selama ini (sebelum
disahkan UU Cipta Kerja) pemerintah Indo-
nesia menggunakan Undang-undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang Undang Nomor 25 Tahun
2007 mengatur tentang penanaman modal di
satu sisi undang undang ini telah memenuhi
tuntutan global namun di sisi lain undang
undang ini dinilai memiliki muatan liberali-
sme dan memberikan berbagai kemewahan
serta kemudahan terhadap penanam modal
asing(Fibrianti, Nurul dan Suprapti, 2010).
Undang Undang Penanaman Modal tidak
membedakan perlakuan antara penanam
modal asing dengan penanam modal dalam
negeri padahal masih diperlukan perlindun-
gan terhadap industri dalam negeri maka be-
lum saatnya memberlakukan paham liberal
dalam undang undang penanaman modal(-
Sembiring, 2007) Dengan undang undang ini
tujuan negara untuk menarik minat penanam
modal asing telah berhasil dilakukan terbukti
setelah keluarnya undang undang ini jumlah
investasi dari luar negeri ke Indonesia menin-
gkat. Data BKPM menyebutkan bahwa inve-
stasi di Indonesia semakin meningkat dalam
satu dekade ini. Realisasi investasi Indonesia
di tahun 2019 mencapai Rp. 809,6 triliun
melewati target minimal Rp 792 triliun yang
ditargetkan Pemerintah(Omnibus Law Cipta

Kerja Merugikan Buruh Memanjakan Oligar-
ki, 2020). Namun bila dilihat dari substansi,
undang-undang tersebut tidak sesuai dengan
tujuan bangsa Indonesia seperti yang terma-
ktub dalam Undang Undang Dasar 1945 ya-
kni untuk memberikan kesejahteraan pada
rakyat Indonesia karena pada Undang-un-
dang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pena-
naman modal bersifat kapitalis dan liberal,
tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 45
Pasal 33. Pada Pasal 3,4,5,6,10 dan 12, Un-
dang-undang tersebut memberi keterbukaan
dan posisi yang sama serta tidak memberikan
perbedaan perlakuan bagi Penanam Mo-
dal Dalam Negeri dengan Penanam Modal
Asing. Undang-undang penanaman modal
memberi gambaran kekuatan liberalisme
pasar internasional dalam sistem perekono-
miannya menganut faham liberalisme eko-
nomi dalam sendi-sendi berjalannya sistem
perekonomiannya. Penanaman modal haris
memperhatikan prinsip pembangunan ber-
kelanjutan(Santoso, 2014)). Terdapat banyak
peraturan yang bertentangan dengan UUD
1945 Pasal 33. Pasal yang bertentangan ia-
lah Pasal 3,4,5,6,10 dan 12. Dimana dalam
pasal tersebut Undang-undang Penanaman
Modal memberi akses keterbukaan dan posi-
si yang sama serta tidak memberikan perbe-
daan perlakuan bagi Penanam Modal Dalam
Negeri dengan Penanam Modal Asing. Pasal
33 UUD 1945 memberikan amanah bahwa-
sannya bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya diperuntukan sebe-
sar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat
melalui pengelolaan negara namun dengan
adanya keterbukaan dan posisi yang sama
antara PMA dan PMDN menjadikan Pena-
nam Modal dalam Negeri yang merupakan
Usaha Menengah Kecil Mikro harus bersaing
dengan penanam modal asing yang lebih me-
miliki kekuatan terutama dalam hal finansial.
Hartini juga melihat bahwa Undang undang
Penanaman Modal akan memicu konflik
antar hukum(Hartini, 2009). Menurut Hans
Kelsen “The Hierarchical structure of the le-
gal order of state is roughly as follows : Pre-
supposing the basic norm, the constitution is
thehighest level within national law”. Berdas-
arkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa
seharusnya UUPMA berada dalam koridor
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konstitusi UUD 45 dan Pancasila sebagai fal-
safah bangsa Indonesia(Surachman, 2018).

Dengan demikian perlu adanya pem-
baharuan hukum investasi yang mana aturan
yang dibuat harus memberikan kesempatan
bagi UMKM untuk lebih banyak memiliki ak-
ses sumberdaya ekonomi.

Penulis memiliki pendapat bahwa in-
vestasi sangat penting dan diperlukan bagi
kemajuan suatu bangsa karena dari aktifitas
investasi akan melahirkan adanya implika-
si-implikasi positif antara lain terbukanya pe-
luang kerja, terjadinya alih teknologi, dan me-
ningkatkan pendapatan negara. Pada tahun
2007 yakni dimana UUPMA disahkan pada
tahun tersebut, total investasi di Indonesia
mencapai Rp 983,9 trilyun (atas dasar harga
berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali li-
pat dibandingkan investasi pada tahun 1990
yang sebesar Rp 58,9 trilyun(Kurniawan,
2016)

Berdasarkan hasil penelitian(Jamil, Pop-
py Camenia dan Hayati, 2020) terhadap in-
vestasi pada tahun 2013 hingga 2019, pena-
naman modal asing di Indonesia mengalami
naik dan turun karena disebabkan oleh ber-
bagai faktor internal maupun eksternal, teta-
pi secara keseluruhan terdapat peningkatan.
Dengan demikian Kebijakan investasi harus
memberikan kemudahan bagi investor dalam
rangka menanamkan modalnya(Husnulwati,
Sri dan Yanuarsi, 2021).

Investasi Usaha Menengah Kecil Mikro

UMKM merupakan salah satu pena-
nam modal dari dalam negeri yang memiliki
karakteristik unik yakni bentuk usaha yang
belum sekokoh usaha besar, namun mampu
memberikan sumbangsih dalam pergerakan
roda ekonomi Indonesia.

Manfaat hadirnya UMKM(Kadeni dan
Srijani, 2020) yakni memberikan sumban-
gan terbesar produk domestik, membuka
lapangan kerja, menjadi solusi masyarakat
kelas menengah karena dalam pendirian
usaha tidak memerlukan modal yang besar
serta terdapat banyak akses permodalan bagi
UMKM, dan juga UMKM memiliki manaje-
men operasional yang fleksibel.

UMKM dapat bertahan ditengah ter-

paan badai ekonomi global Ketika krisis yang
melanda pada periode 1997-1998, hanya
UMKM yang dapat kuat bertahan(Putra,
2016). Menurut menteri Ekonomi Airlangga
Hartanto, UMKM mampu menyerap 97 per-
sen dari total tenaga kerja dan meningkatkan
Produk Domestik Broto (PDB) Indonesia(Sa-
putra, 2021). UMKM dapat berkembang se-
cara konsisten di Indonesia dan menciptakan
peluang kerja(Halim, 2020)). UMKM mampu
menyelesaikan beberapa permasalahan eko-
nomi di Indonesia seperti mencukupi kebu-
tuhan nasional, masalah pengangguran dan
lapangan kerja(Sofyan, 2017) Begitu pula di
Semarang. UMKM di Kota Semarang juga
memberikan sumbangsih terhadap pereko-
nomian negara dan perekonomian daerah
khususnya. Bidang usaha ekonomi produktif
di Kota Semarang meliputi bidang makanan
dan minuman, pertanian dan peternakan,
bidang jasa serta kriya terlihat dari hasil lapo-
ran penelitian di bawah ini. Dominasi bidang
usaha berada pada bidang makanan dan mi-
numan yang selanjutnya disusul oleh jasa,
kriya dan yang terakhir adalah pertanian dan
peternakan.

Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Pertanian dan Peternakan

B Makanan dan Minuman WJasa WKnya

Gambar 1. Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Sumber: Laporan penelitian Sekretariat Dae-
rah Kota Semarang. 2020.

Dari keseluruhan bidang usaha terse-
but membutuhkan dorongan dari berbagai
aspek terutama pemasaran, permodalan,
bahan baku, peralatan serta perijinan. Hal ini
ditunjukan dari hasil penelitian di Kota Se-
marang pada tahun 2020, dimana perma-
salahan usaha dari UMKM yang menduduki
peringkat tertinggi yakni masalah pemasaran
kemudian permasalahan modal dan sisanya
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masalah bahan baku, peralatan dan periji-
nan.

Permasalahan Usaha

B Modal Bahan baku W Peralatan M Periinan W Pemasaran

Gambar 2. Permasalahan Usaha

Sumber: Laporan Penelitian Sekretariat Dae-
rah Kota Semarang. 2020

Berdasarkan penelitian di Surakarta di-
peroleh hasil bahwa permasalahan yang di-
hadapi oleh UMKM ialah biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja, biaya promosi dan per-
modalan (Hartono & Hartomo, 2016).

Hasil penelitian(Suci, 2017) menyata-
kan bahwa berdasarkan data dari dinas-dinas
terkait yakni BPS, Bl dan Kementrian Kopera-
si dan UMKM ditemukan kelemahan UMKM
yaitu permodalan, kemampuan manajerial,
pemasaran, persaingan tidak sehat.

Berdasarkan Focus Group Discussion
bersama UMKM yang dilaksanakan secara
online oleh peneliti pada tanggal 10 Novem-
ber 2020, memperoleh data bahwa keselu-
ruhan peserta sejumlah 26 UMKM memiliki
kendala dalam menjalankan usaha. Kendala
terbanyak ada pada bidang pemasaran yak-
ni dialami oleh 15 UMKM dan kendala per-
modalan sejumlah 5 UMKM sisanya yakni
6 UMKM memiliki bermacam kendala baik
dari internal maupun eksternal.

Hasil diskusi dengan peneliti yang
melakukan penelitian terkait permasalahan
UMKM di Indonesia, juga ditemukan hasil
bahwa permasalahan utama terkait dengan
pemasaran, permodalan, perijinan, pengu-
asaan teknologi, sumber daya manusia (Puji-
ono. 17 November 2020).

Melihat dari hasil penelitian, Focus
Group Discussion dan diskusi dengan peneliti
permasalahan UMKM, dapat dicermati bah-

wa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM
di beberapa daerah bahkan secara nasional
hampir serupa yakni kendala pada pemasa-
ran, permodalan, perijinan. Keinginan dari
UMKM ialah adanya support dari pemerintah
terkait pemasalahan yang dihadapi UMKM.
Dengan demikian hal ini menunjukkan bah-
wa pengaturan tentang UMKM termasuk
juga tentang investasi harus melihat adanya
kebutuhan dari UMKM sehingga peraturan
tersebut dapat memberikan peluang bagi
UMKM untuk mengembangkan diri menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri.

Perlu ada aturan perundang undangan
yang mengatur sebuah investasi yang dapat
memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indo-
nesia karena hakekat dari sebuah peraturan
ialah untuk menciptakan kesejahteraan. Hal
ini senada dengan teori negara kesejahtera-
an (welfare state) yang digagas oleh Prof. Mr.
R. Kranenburg. Teori ini mengatakan bahwa
negara harus secara aktif mengupayakan ke-
sejahteraan, bertindak adil yang dapat dira-
sakan seluruh masyarakat secara merata dan
seimbang bukan menyejahterakan golongan
tertentu tapi seluruh rakyat(Massarif, 2020)..
Berdasarkan teori tersebut maka negara
memiliki kewajiban untuk mewujudkan ke-
sejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan
masyarakat dalam hal ini termasuk mewuju-
dkan kesejahteraan bagi penanam modal da-
lam negeri kategori UMKM. Kontribusi dan
peran UMKM dalam peningkatan ekonomi
nasional menjadi alasan bagi pemerintah
untuk mendukung dan mengembangkan
UMKM melalui regulasi dan fasilitasi kepada
UMKM sehingga peran mereka sebagai pilar
dalam membangun ekonomi bangsa dapat
berjalan optimal(Sarfiah, 2019).

Investasi dalam Undang Undang Cipta
Kerja Telaah Paradigma Participatory

UU Ciptaker memiliki tujuan untuk
memberikan kemudahan dalam berivesta-
si meskipun kontroversi peraturan ini masih
bergulir hingga saat ini. Beberapa pengaturan
terkait investasi yang diatur dalam UU Pe-
nanaman Modal diubah menggunakan UU
Ciptaker. Sejak Undang undang Cipta Kerja
disahkan oleh Presiden Joko Widodo, be-
berapa pengaturan dalam Undang Undang

b0
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Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanaman
Modal diubah dengan Undang undang No-
mor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
pasalnya juga mengatur klaster investasi di-
mana menurut penulis hal ini akan membe-
rikan angin segar bagi dunia investasi kare-
na dijanjikan adanya berbagai kemudahan
dalam berinvestasi. UU Ciptaker dirancang
dengan melihat masalah yang ada di Indone-
sia dan harapannya bisa menjadi jalan keluar
dari masalah itu (Prabu et al., 2020). Namun
penulis masih mempertanyakan apakah Un-
dang-undang ini mampu memberikan pelu-
ang bagi UMKM selaku investor dalam negeri
yang memiliki berbagai keterbatasan untuk
bersaing dalam dunia investasi.

Guna menjawab pertanyaan tersebut
penulis mengunakan paradigma participato-
ry. Research dengan Paradigma participatory
adalah research yang bertujuan mengevalu-
asi kebijakan, program yang telah atau se-
dang berjalan (Kuliah filasfat ilmu, Erlyn In-
darti.2020). Hakekat ilmu dalam paradigma
ini adalah realitas partisipatif dimana realitas
diciptakan bersama oleh pikiran dan cosmos
yang ada yang merupakan produk keikutser-
taan dua pihak atau lebih. Realitas dari pene-
laah pertama yakni peneliti dengan realitas
dari penelaah kedua yakni pelaku UMKM
akan bertemu dan menjadikan sebuah ob-
jektifitas. Awalnya kita memiliki pikiran sen-
diri namun begitu ada orang lain memiliki pi-
kiran maka pikiran kita dengan pikiran orang
lain tercipta menjadi satu (kuliah Filsafat [Imu
Erlyn Indarti. 2020).

Paradigma participatory memberikan
kesempatan pada manusia untuk mengeta-
hui hakikatnya secara keseluruhan, bukan
sebagai bagian pikiran terpisah dan melawan
kodrat atau ditempatkan secara relatif ter-
pisah oleh Tuhan. Pandangan tersebut juga
membuat kita bekerja Bersama rekan dalam
bentuk penelitian kolaboratif(Suteki, 2020)
Paradigma participatory digunakan dengan
melakukan kajian yang melibatkan UMKM
untuk menggali subjektifitas dari UMKM me-
lihat Undang-undang yang baru saja disahkan
oleh Presiden sehingga temuan akan dicip-
takan bersama dan akan didapatkan objek-
tifitas kesimpulan tentang Undang Undang

Cipta Kerja yang mengatur klaster investasi.

Paradigma ini menuntun penulis untuk
melihat objektifitas dari sebuah aturan yang
bernama Undang undang Cipta Kerja den-
gan berdasar pada pandangan sendiri (terkait
pentingnya investasi bagi kemajuan ekono-
mi suatu negara sehingga aktifitas investasi
perlu diatur dengan perturan perundang un-
dangan yang relevan) yang dikolaborasikan
dengan pandangan dari UMKM (yang mana
UMKM sangat membutuhkan dukungan un-
tuk menanamkan modal) karena salah satu
pihak yang terdampak dari lahirnya undang-
undang tersebut ialah UMKM sehingga bisa
memberikan masukan dari kacamata UMKM
apakah aturan tersebut telah mampu menja-
wab kebutuhan dari UMKM dalam melaku-
kan aktifitas investasi.

Investasi harus di dorong demi kemaju-
an ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu ele-
men penarik investor ialah kepastian hukum
dalam berinvestasi sehingga hal yang harus
dilakukan oleh negara yakni membuat pe-
rangkat aturan yang memberi akses sumber-
daya ekonomi kepada investor baik investor
asing maupun investor dalam negeri. Investor
dalam negeri dalam hal ini termasuk UMKM
membutuhkan dukungan untuk dapat men-
gaktualisasikan diri serta mampu menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri.

Harus ada penyempurnaan peraturan
yang menjadikan investasi memberikan efek
kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia
demi kemajuan perekonomian bangsa. Om-
nibus law merupakan konsep menata peratu-
ran perundang undangan(Ansari, 2020) salah
satunya produknya yakni UU Ciptaker. Jika
dilihat dari substansi pengaturan Undang Un-
dang Cipta Kerja, dapat kita cermati bahwa
salah satu tujuannya ialah memberdayakan
UMKM selaku penanam modal dalam negeri
sehingga UMKM mampu menjadi usaha yang
tangguh dan bersamaan dengan itu mampu
menciptakan peluang kerja baik untuk diri
sendiri maupun orang lain.

Kesejahteraan yang diakomodir dalam
Undang-undang Cipta Kerja klaster investa-
si ialah dengan menciptakan kesejahteraan
bagi warga negara Indonesia dalam berinves-
tasi yang mana undang-undang ini memiliki
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pasal-pasal yang mengakomodasi kebutuhan
UMKM yakni pada bab Il tentang asas, tujuan
dan ruang lingkup. Bab Il mencakup:

a. Pasal 2 yang mengatur tentang adanya
pemerataan hak, kepastian hukum,
kemudahan berusaha, kebersamaan
dan kemandirian.

b. Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan
pembentukan undang undang ini.
Bahwasannya salah satu isi dari
peraturan ini ialah  pemerintah
memiliki keberpihakan pada UMKM.

c. Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang
lingkup pengaturan undang undang
ini salah satunya ialah memberikan
kemudahan,  perlindungan  dan
pemberdayaan bagi UMKM.

Dari gambaran undang undang cipta
kerja diatas, Nampak bahwa berbagai pem-
berian fasilitas kepada UMKM dimunculkan
dalam bunyi-bunyi pasalnya. hal ini sangat
berbeda dengan undang undang penana-
man modal yang sebelumnya yakni undang
undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang un-
dang cipta kerja telah mengakomodir kebu-
tuhan dari UMKM yang mana UMKM memi-
liki keterbatasan akses sumberdaya ekonomi
seperti pemasaran, permodalan, perijinan.
Kemudahan berusaha, keberpihakan pada
UMKM, perlindungan dan pemberdayaan
bagi UMKM menjadi pengaturan utama da-
lam Undang Undang Cipta Kerja.

Dengan demikian sudah seharusnya
undang-undang cipta kerja disahkan untuk
mengganti undang undang penanaman mo-
dal sehingga kebutuhan UMKM terpenuhi,
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju
dalam bidang ekonomi.

Keunggulan UU cipta kerja bagi UMKM
menurut Menteri Koperasi dan UKM (Men-
kop UKM) Teten Masduski:(Ini 6 Keuntungan
yang Diberikan UU Cipta Kerja untuk UMKM
dan KoperasiNo Title, 2020) Memudahkan
akses sumberdaya ekonomi (pembiayaan,
pasar, pengembangan usaha, perizinan, ran-
tai pasok)

1) UMKM dapat merekrut tenaga kerja
semakin banyak dengan menciptakan
lapangan kerja

2) Pelaku  usaha

pemula  dapat

dimakasimalkan potensinya

3) Kemitraan usaha besar dengan usaha
kecil terbuka sehingga usaha kecil
dapat menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.

4) kegiatan UMK yang dapat dijadikan
jaminan kredit (tidak harus asset)

5) UMKM memiliki kesempatan
berkembang sebagaimana korporasi.
menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.

6) kegiatan UMK yang dapat dijadikan
jaminan kredit (tidak harus asset)

7) UMKM memiliki kesempatan
berkembang sebagaimana korporasi

4. Penutup

Berdasarkan pandangan penulis yang
dikolaborasikan dengan pandangan dari pe-
laku UMKM, diperoleh kesimpulan yaitu UU
Ciptaker merupakan peraturan yang mampu
memberikan kesempatan bagi penanam mo-
dal dalam negeri sekelas UMKM untuk ber-
jalan bersama beriringan dan saling bermitra
dengan usaha besar baik penanam modal
dalam negeri maupun asing karena substan-
si dalam undang undang ini mengakomodir
kebutuhan dari UMKM dan memberikan pe-
luang untuk berkembang yang mana hal ini
tidak diatur dalam undang undang sebelum-
nya yakni undang-undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal.

UU Cipta kerja memang dibutuhkan
untuk mengubah UU Penanaman Modal
yang sebelumnya mengatur investasi yang sa-
rat akan muatan liberalisme dan kapitalisme
bagi investor asing. UU Cipta kerja yang saat
ini telah disahkan substansinya mengakomo-
dir kepentingan investor baik asing maupun
dalam negeri (UMKM) yang sangat mem-
butuhkan dukungan kemudahan investasi
serta akses sumberdaya ekonomi (perijinan,
permodalan, fasilitasi dan lain sebagainya).
Penulis memberikan saran agar UU Cipta-
ker diberlakukan dengan diikuti peraturan
pelaksanan yang mendukung semangat UU
Ciptaker yakni berupa kemudahan berusaha
yang memberikan kesempatan, peluang bagi
UMKM sehingga menjadi usaha yang tang-
guh dan mandiri. Negara mensejahterakan
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masyarakatnya dengan membuka peluang
sebesar besarnya guna penciptaan kerja
melalui investasi sehingga Bangsa Indonesia
menjadi negara maju karena sebagian besar
warga nya berposisi sebagai pelaku usaha.
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